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ABSTRACT 

 

Data discrepancies between the Land Parcel Identification Number (NIB) managed 

by the National Land Agency (BPN) and the Tax Object Number (NOP) managed by the 

Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) may lead to inaccuracies in 

Land and Building Tax (PBB) calculations and potential losses in local government 

revenue. This study aims to measure the level of spatial and attribute conformity between 

land parcel data resulting from the Complete Systematic Land Registration (PTSL) 

program and PBB object data, as well as to identify the factors causing unlinked data in 

Ngestiharjo Village, Wates District, Kulon Progo Regency. 

This study employed a quantitative approach using a full census method involving 

3,367 land parcels. The analysis was conducted using three indicators, namely Spatial 

Match Rate (SMR), Attribute Match Rate (AMR), and Linkage Rate (LR). The entire 

analytical process was carried out using ArcGIS and QGIS and was verified through field 

observations. 

The results showed that the SMR reached 96.37% (highly feasible). However, the 

AMR for landowner name matching was only 43.60%, while the AMR for parcel area 

matching was 35.86%, both of which were classified as not feasible. The LR value 

decreased significantly from 99.79% at the administrative stage to 18.48% after the 

combined analysis. The main contributing factors were the absence of standardized name 

formatting across institutions, land parcel subdivision without corresponding NOP 

updates, limited coverage of the 2021 PTSL program, differences in coordinate systems, 

and the lack of a standardized data synchronization mechanism between ATR/BPN and 

BKAD. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu aspek penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi sumber pendapatan daerah 

yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

pengelolaan PBB perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi objek 

pajak yang sebenarnya. Budisusanto & Soetedjo (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan 

PBB memerlukan data perpajakan yang akurat dan terintegrasi guna mendukung 

perhitungan pajak yang tepat serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. 

Namun demikian, pengelolaan PBB dalam pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan validitas data objek pajak maupun 

subjek pajak. Ketidaksesuaian data objek pajak dapat berupa perbedaan luas tanah, 

perubahan penggunaan tanah yang belum diperbarui, serta informasi wajib pajak yang 

belum sesuai dengan kondisi penguasaan atau kepemilikan tanah aktual. Budisusanto & 

Soetedjo (2025) menyebutkan bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian antara data peta 

PBB dan data bidang tanah, baik dari aspek luas bidang maupun kesesuaian nama wajib 

pajak dan pemilik tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data objek pajak belum 

sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. 

Permasalahan validitas data objek pajak tersebut berkaitan dengan belum 

terhubungnya data perpajakan dengan data bidang tanah. Dalam administrasi perpajakan 

daerah, objek pajak diidentifikasi menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP), sedangkan 

dalam administrasi pertanahan bidang tanah diidentifikasi menggunakan Nomor Induk 

Bidang (NIB). Pinuji dkk. (2023) menjelaskan bahwa Nomor Induk Bidang (NIB) 

merupakan identitas tunggal bidang tanah yang memuat informasi spasial dan yuridis 

bidang tanah sehingga dapat digunakan sebagai dasar integrasi data pertanahan dengan 

sektor lainnya. Sementara itu, Kholipah dkk. (2025) menyatakan bahwa integrasi data 

pertanahan dan perpajakan diperlukan untuk mendukung sinkronisasi informasi objek 

pajak dengan data bidang tanah yang telah terdaftar. 

Data objek pajak yang dikelola pemerintah daerah menggunakan Nomor Objek 

Pajak (NOP) sebagai identitas administrasi perpajakan, sedangkan data bidang tanah yang 

dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) menggunakan Nomor Induk Bidang (NIB) sebagai identitas bidang tanah 

terdaftar. Data bidang tanah tersebut memiliki informasi yang lebih detail terkait letak 

bidang, luas bidang, batas bidang, penggunaan tanah, serta pihak yang menguasai atau 
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memiliki tanah. Perbedaan sistem pengelolaan data tersebut menyebabkan informasi objek 

pajak dan data bidang tanah belum terhubung secara langsung sehingga masih ditemukan 

ketidaksesuaian informasi antara data perpajakan dan data pertanahan. Kondisi ini sejalan 

dengan hasil penelitian Ikhwan dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi data 

pertanahan dan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian data objek pajak 

dan bidang tanah dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. 

Integrasi data bidang tanah dan objek pajak melalui pengaitan Nomor Induk Bidang 

(NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi salah satu langkah dalam optimalisasi 

pengelolaan PBB. Integrasi tersebut memungkinkan sinkronisasi antara data perpajakan 

dengan data bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan secara resmi. Selain 

mendukung validitas data objek pajak, integrasi NIB dan NOP juga dapat membantu 

pembaruan data wajib pajak, mengurangi potensi data ganda, serta meningkatkan 

efektivitas administrasi perpajakan daerah. Kholipah dkk. (2025) menjelaskan bahwa 

integrasi data pertanahan dan perpajakan dapat mendukung penyajian informasi objek 

pajak yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, Ikhwan dkk. (2025) juga menyebutkan 

bahwa pengaitan data pertanahan dan perpajakan dapat meningkatkan kualitas basis data 

pajak daerah. 

Kelurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena memiliki ketersediaan data bidang tanah dan data objek pajak yang 

dapat digunakan untuk mengkaji integrasi antara NIB dan NOP. Berdasarkan hasil 

observasi awal dan informasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kelurahan 

Ngestiharjo memiliki 3.367 bidang tanah dengan luas sekitar 2.529.059 m². Data tersebut 

menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara data pertanahan dan data perpajakan 

yang masih ditemukan ketidaksesuaian oleh instansi terkait. 

Salah satu pendekatan strategis dalam proses integrasi data tersebut adalah 

penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mampu menggabungkan data spasial, 

seperti lokasi, batas, dan luas bidang tanah, secara visual dan analitis. Dengan bantuan SIG, 

peta tematik pajak yang lebih lengkap dan mudah diperbarui dapat disusun sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan pajak tanah. Ikhwan dkk. (2025) menjelaskan 

bahwa SIG dapat mendukung proses integrasi data pertanahan dan perpajakan secara lebih 

efektif melalui analisis spasial. Oleh karena itu, diperlukan analisis Spatial Match Rate 

(SMR), Attribute Match Rate (AMR), dan Linkage Rate (LR) menggunakan SIG untuk 

mengetahui tingkat potensi integrasi data bidang tanah dan objek pajak. 

Penerapan integrasi data tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas 

peta tematik pajak berbasis bidang tanah, memperbaiki ketepatan data objek pajak, serta 
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membuka peluang peningkatan pendapatan PBB daerah (Hidayat, 2025). Pengembangan 

metode integrasi data yang efektif dan efisien juga berpotensi menjadi upaya dalam 

mengoptimalkan pengelolaan pajak tanah. Dengan demikian, penelitian mengenai potensi 

integrasi data NIB dan NOP sebagai upaya optimalisasi pengelolaan pajak tanah di 

Kelurahan Ngestiharjo memiliki nilai strategis dalam mendukung tata kelola pertanahan 

dan perpajakan daerah (Harist & Fahrudin, 2025). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian spasial  dan atribut antara data bidang hasil 

PTSL dengan data objek PBB di Kelurahan Ngestiharjo? 

2. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya unlinked data? 

C. Tujuan Penelitian  

          Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kesesuaian spasial dan atribut antara data bidang hasil PTSL 

dengan data objek PBB di Kelurahan Ngestiharjo. 

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab utama terjadinya 

unlinked data antara basis data pertanahan dan perpajakan, seperti 

perbedaan luas, nama, atau ketidaksesuaian atributnya. 

D. Manfaat Penelitian 

              Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurangi ketidaksesuaian data 

luas bidang tanah dan atribut antara NIB dan NOP yang selama ini menjadi 

kendala administrasi perpajakan.  

2. Meningkatkan keakuratan dan konsistensi data pertanahan maupun 

perpajakan yang berimplikasi pada peningkatan efektivitas penagihan dan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Mempermudah proses daerah administrasi pemerintahan daerah dan 

pelayanan publik terkait bidang tanah dan pajak dengan sistem data yang 

terintegrasi dan akurat. 
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E.  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilaksanakan di  Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates 

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Data objek pajak yang digunakan adalah data PBB tahun 2025. 

3. Penelitian ini menggunakan SIG dengan bantuan perangkat lunak ArcGIS dan 

QGIS untuk proses pengolahan, analisis, dan integrasi data spasial. 

4. Potensi integrasi data dianalisis melalui pendekatan Spatial Match Rate 

(SMR) maupun Attribute Match Rate (AMR), yang digunakan untuk 

mengukur: 

a. Kecocokan batas bidang antara data NIB dan NOP (SMR) 

b. Ketepatan posisi bidang (SMR) 

c. Kecocokan nama pemilik NIB dan NOP (AMR) 

d. Kecocokan luas bidang NIB dan NOP (AMR) 

5. Optimalisasi pengelolaan pajak diukur menggunakan tingkat kesesuaian data 

berdasarkan hasil analisis Linkage Rate (LR), yang mencakup: 

a. Jumlah NIB yang berhasil dihubungkan ke NOP  

b. Persentase data setelah dianalisis menggunakan SMR dan AMR 

Dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat potensi integrasi data dalam 

mendukung optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

termasuk potensi penambahan objek pajak terdaftar serta potensi peningkatan 

penerimaan pajak setelah data bidang tanah terintegrasi.  

Analisis kualitas integrasi data dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip 

kualitas data spasial sebagaimana ditetapkan dalam ISO 19157-1:2023, yang 

mencakup evaluasi ketepatan lokasi, batas, dan atribut data, serta penerapan 

metrik linkage yang memungkinkan penilaian seberapa baik dua dataset dapat 

dihubungkan secara konsisten. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitiam dan analisis yang dilakukan mengenai potensi integrasi 

data bidang tanah dan objek pajak sebagai upaya optimalisasi pengelolaan PBB di Kelurahan 

Ngestiharjo, Kabupaten Kulon Progo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat kesesuaian spasial dan atribut antara data bidang NIB data NOP 

menunjukkan nilai SMR sebesar 96,37% dan termasuk kategori sangat layak. 

Namun, tingkat kesesuaian atribut masih rendah, dengan nilai AMR kecocokan 

nama sebesar 43,60% dan AMR kecocokan luas sebesar 35,86% sehingga 

termasuk kategori tidak layak. Berdasarkan hasil tersebut, potensi integrasi data 

bidang tanah dan objek pajak secara spasial memiliki potensi yang sangat baik, 

tetapi secara atribut belum optimal sehingga integrasi data secara menyeluruh 

masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaruan data. 

2. Hasil analisis LR menunjukkan bahwa sebelum dilakukan validasi spasial dan 

atribut, tingkat keterhubungan data mencapai 99,79%. Namun setelah dilakukan 

analisis SMR dan AMR, nilai LR turun drastis menjadi 18,48% sehingga 

termasuk kategori tidak layak. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar keterhubungan data sebelumnya hanya bersifat administratif dan belum 

mencerminkan kesesuaian data yang sebenarnya. Adapun penyebab utama 

terjadinya unlinked data antara basis data pertanahan dan perpajakan meliputi 

ketidaksesuaian nama pemilik, perbedaan luas bidang, perubahan bidang tanah 

yang belum diperbarui pada data pajak, perbedaan sistem koordinat, serta belum 

adanya sinkronisasi data yang terstandar antara ATR/BPN  dan BKAD. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan data pertanahan dan data pajak dengan tahun 

perekaman yang lebih berdekatan agar perbedaan kondisi temporal dapat 

diminimalkan. Penggunaan data dengan rentang waktu yang terlalu jauh dapat 

memengaruhi tingkat keterhubungan data akibat adanya perubahan bidang tanah 

maupun perubahan penggunaan lahan. 

2. Selain itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu  AMR, 

SMR, dan LR, dapat dipertimbangkan untuk diterapkan oleh instansi terkait 
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seperti BPN dan BKAD sebagai salah satu metode evaluasi keterhubungan antara 

data pertanahan dan data pajak. Penggunaan ketiga parameter tersebut dapat 

membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian spasial maupun atribut secara 

lebih terukur sehingga proses pemutakhiran dan sinkronisasi data dapat dilakukan 

dengan lebih efektif. 
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